
Menimb€ng

Mengingat

XEPUTUSAN DTWAIT PERWAI(II4AIT RAKYA'T DATRAH
KABI'PATEIT TAITA TORAJA

Nomor ; 11 lKE? IDPRD lXIl12O25

TENTAIYG
PROGRAU PEMBEITTUKAI{ PTRATURAJT DATRAH

KABUPATEI{ TAITA TONAJA TAIIUII 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

Pasal la ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubulik Indonesia Taiun 1945;

Undang Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Rl Tahun 2014 Nomor 244, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telal diubal beb€rapa kali, terakhf dengan Undane-Undang Nomor
I Tahun 2015 tentang Perubalan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {l,embaran Negara Republik Indonesia Talun 2015 Nomor
58, Tambaian lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

bahwa dalam mngka perencanaan pen,'usunan Produk Hukum Daerah agar dapat
terarah, terprogram dan sesuai prioritas p€rlu disusul dalam Progran Pembentukan
Peraturan Daerai;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Dewan Pe.wakilan Rakyat Daeml Kabupaten Tana Torqia.

b.

t

2 Undang-U[dang Nomor 12 Tahurl 2011 tentang Pembentukan Peratulan Perundang
Undangan {kmbaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, TaInba}Ian l,embaran Negara RI
Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penrbaha Kedua Atas Undang Undang Nomo. 12Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (L€mbanan Negara
Republik Indonesia Tah]u.Il 2022 Nomo. 143, Tambahan Irmbaran Negara Republik
indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwal<ilan Ral<yat, Dew€n Perwaldlan Daeran darr Des,an Perwakilan Rali.at
Daeran (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 182, Tarnbanan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
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5 Undang-Undang Nomor 147 Tah]jn 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi
Sula\ resi Selatan (Iambaran Negara RI Taiun 2024 Nomor 333, Tambahan Irmbaran
Neeara Rl Nomor 7084);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor l8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah (Ifmbaran Negara RI Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintai Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pen,'usunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota
{Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan l-embaran
Negam Republik lndonesia Nomor 6197);

8- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk
Hukum Daeral sebagaimana telal diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 120 Talun 20l5 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah;



;
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9 Peraturan Daeral KabuPaten Tana Toraja Nomor 6 tah]n 2Ol5 tentang Pemb€ntutan
Peraturan Daem}l:

10. Peraturan Daemh thbupaten Tana Torqia Nomor 3 Taiun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralyat Daerah;

11. Pemturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahr]n 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Bupati Tana Tomja Nomor 19 Taiun 2025 tentang Analisis Standar Belanja
dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

13- Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daeml Tahun Anggaran 2026;

Menetapkan
(ESATU Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026,

sebagaimana tercantum pada daftar lampiran keputusan ini;

Prcgram Pembentukan Peraturan Daeral Kabupaten Tana Torqja sebagaimana
dimal<sud diktun KESATU menjadi pedomsn bagi Dewan perwakilan Rakvat Daeralr
Xabupaten Tana Toraja dan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam menl.usun
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja;

Dalan keadaan tertentu, Dewan Perwakilan Ralyat Daerah lhbupaten Tana ToEja dan
Pemerintal Kabupaten Tana Toraja dapat mengajukan Rancangan peraturan Daerah di
Iuar Pro$am Pemb€ntukan Peraturan Dae.al sebagaimana tercebut diktum KESATU.
dalarn hal :

Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konllik, atau bencana alam;
Akibat kerjasana dengan piha* lain; dan
Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancaltsm
Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan pembentukan peraturan
Daerah DPRD Kabupaten Tana Tor4ja dan Bagian Hukum Sekreta.iat Daerah
Kabupaten Tarra Toraja.

Pen)rusunan Rancangan Peratumn Daerah sebagaimana dimaksud diltum KEDUA,
berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-Und€ngan yang berlaku;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebanl<an kepada APBD
Kabupaten Tana Toraja Talun Anggaran 2026;

Keputusan ini mllai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila
djkemudian harj temyata rerdapat kekeliruan didatamnya, akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

MEMATVSI<AN:

Ditetapkan di Matale
Pada tanggal 30 Desember 2025

Dewan Pcrrrakilaa Rakyat Deerah

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM
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F- Taaa Toreja

Tembusan Kepada :

1. Yth. Gubemur Sulawesi Selatan di Malassar;
2. Yth. Bupati Tana Toraja di Mal<ale.
3. Pertinggal-

Ketua,
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Lrmpltrr Kcputunn DPRD Klbupstc! Trnr Torqra
rono' , ll lrr;PtDPnlDtfrrt2v2l
T.rySrt : Tu8lrl 30 Dc!€mbct 2(r}S

TGtrtrng r ProSnm PcDbcrtulrtr Per.tu.r Drcrrh lPropctnpcrdrl Trhur 2026.

NO TENTANG MATERI POKOK
STATUS

PELAKSANAAN
DISERTAI

INS1ANSI TAROE'T
KL"T

BARU UBAII NA
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Perlindungan
Hak Masyarakat

PenSaturan Mengenai Pengakuan dd
Perlindungan Hah Masyarakat Adat.

Muatan lokal
Kabupaten Tsna
roraja.

Dinas
Pendidikan

2026
OPD

Pengclolaan
Sampah

Pcnyelengaarsan Penaelotarn Sampah
-Naskah akademik belum ada.
-Dibuat perda agsr ada sanksi-sar*si.

Undang-UndenS
Nomor l8 Tahun
2OO8 tcntanS
Pcngclolaan
SaEpah

Dinar
Lingkungan
Hidup, Dinas
PUTR, Dinag
Kclchatan,
Dinag
PendidiLan
darl
Kebudayaan,
Bqppclitbrng
da, Satpol PP

dan DaEkar.

2026 Ranperda
OPD

3 PenanEaul8ngan Latar belakang dan tujusn p€n,,usunsn:
Dalam Rangka Penyelenggaraan
PenanaSulangsn Bencsna di t(abupaten
Tana Toraja secara cepat, tepat,
Erenyeluruh dan terkoordinasi.
Pokok pikiran, Lingkup, atau objek yang
akan diatur :

Merupskan prinsip koordinasi, intearasi
dan sinloonisasi ba.ik dalam linskunsan
maupun anta, lingkungan organisasi
M€tDberikan pelayanan penangaulangan
bencana kepada masyaral<at secala cepat,
tepat dan terkoordi[asi.

Undeng-Undang
Nomor 24 T6hun
2007 tentang
PcnanggulanSan
Bcncana

BPBD, Dinas
Sosisl, Dinas
LinSkunaan
Hidup, Dinas
Pt TR, Dinas
PRKP den
Dinas
Kesehatan

2026 Ranperda
OPD
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PenyelenggEraan
Ketertiban
Umum dan
Keterntraman
Masyar6l<at serta
Perlindungan
Masyarakat

Latar belakang dan tqiuan penyusunan:
-Dalam rangka menyelenggaral€n
ketertiban umum dan ketentEman
masyarakat serta perlindungan
masyarakat yang berkeadilan,
berkepastian hukum sekaligus untuk
me$ujudkan tata kehjdupan serta
melindungi adat dan oorma sosial
diperlukan petgaturan yang jelas, tegas
dan lengkap yang mampu melindungi
warga dan pafasafana pemerintah daerah
beserta kelengkapannya
-Peratuuran Daerah Kabupaten Tana
Toraja Nomor 2 Tahun 2019 tenteng
Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat sudah tidak sesuai laBi denga
kondisi saat ini baik ditinjau dari segi
mated yang diatur maupun landasan
hukum sehin8ga perlu diganti.

Ruang Lingkupl
-Penyelengqaraan ketertiban umum dan
ketefltraman masyarakat
-Perlindungan masyarakat

Permendag 26
Tahun 2020
tentang
Penyelenggaraan
Ketertiban Umum
dan Ketentraman
Masyarakat serta
Perlindungan
Masysrel<at

Satpol PP,

Damkar dan
Penyelarnata
N, DPMPISP

2026 Ranperda
OPD

5 Ranperda
tentang Rencana
Tata Ruang
wilsyah (RTRW)

Kabupaten Tana
Tor4a Tahun
2025 - 2046.

l,atar belakang & tqjuan penlrusunan
yaitu dalam rangka penyesuaian dengan
Rencana Tata Ruang Prcvinsi Sulawesi
Selatan.

* UU Nomor 26
TBhun 2OO7

Tentang Penataan,
* PP Nomor 2l
TehuD 2021
Tentang
Penyelenggaraan
Penataan Ruang,

Bappelirbang
da & PUPR

2026 Ranperda
OPD

(



6 Perubahan
Kedua Atas
Peraturen
Daerah Nomor 10

Tahun 2016
tentang
Pcmbentukkan
dan Susunan
Perangkat
Daerah.

Pelalssnaan T\rgas Pokok dan Fungsi
OrSanisasi Perangkat Daerah di
Kabupaten Tana Toraia.

Pcratuian
Pemerintah Nomor
l8 Tahun 2016
teotong PeranSkat
Dacrah.

DPRD, Setda,
Bagian

organisasi
d6n Tata
l,sksana
setda .

2026 Ranp€rda
Inisiatif
DPRD

KU ULATIF Terbuka
l{o JUDUL PERDA KUIIULATIF

7 ARAN 2O25 BPXPD ds.II scluruh perangkat daeran Tahull
2026

8 PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2026 BPKPD, Bappcutbagda dan &luruh Franskat
d*!ah.

Tahun
2026

9 APBD TAHUN ANGGATiAN 2027 BPKPD, BapFltbmBde dm &luruh p.regkat
., d*Eh.

Tahun
2026

( (s
AKlLAN RAKYAT DAERAH
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